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GUBERNUR GOROI\‘TALO
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| TENTANG |

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

|

Menimbang a.
b.
, . C.
i T t
d.
Mengingat : 1

PROVINSI GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBEERNUR GOROI\fTALO,
_ é |

bahwa untuk efisiensi dan efektifitas kelembagaan sebagai upaya
mewujudkan kepemerintaha!n yang baik perlu penataan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
bahwa kelembagaan pemerintahan daerah diarahkan untuk
menjadi organisasi yang solid dan rhampu berperan sebagai
wadah bagi pelaksanaan :fungsi-fungsi; kebijakan pemerintah.
sesuai dengan visi dan misi; :
bahwa untuk melaksanakan! ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahuin 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf éc perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Organisasi dan 'I?ata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Gorontalo.
Undang-Undang Nomor 8i Tahun 19'74 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RepUblik Indonesia
Nomor 3890); sebagaimanaE telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Téhun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



1Nomor 8 T?hun 1974 tfentang Pokok-pokok Képegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negaraj Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambfahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060); ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Nggara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Le':mbaran Negarq‘ Republik Indonesia Nomor 4287);
Undang—Unda?ng Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara I#epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan ?Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Unda;ng Nomor 32§Tahun 2004 tentang Pemerintahan ;
Daerah (Lemﬁ)aran Negara Rlepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambah[an Lembarani Negara Republik Indonesia Nomor

. 4437) sebagqimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Unda’ng Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undadfg-Undang Npmor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 :Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844); 1

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerint{ah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negaré Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nor;10r 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonésia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negefi Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nonﬁ10r 22, Tambéhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomo;r 1547) sebagaimana telah diubah
dengan Peréturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang

i !
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Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsionél Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesxa Nomor 5121);

Peraturan Pemerlntah Nomor 100 Tahun 2000 tentang -
Pengangkataﬁ Pegawai Neberi Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik; Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Nega?a Republik Indonesia Nomor 4018)

| sebagaimana telah diubah aengan Peraturan Pemerintah Nomor

11.

12.

13.

14.

13 Tahun 2002 tentang Pciarubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam ‘Jabatan Strul‘<tural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indqnesia Nomor 4i94);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, TamBahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578); |

Peraturan Pemerintah Nomér 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawaéan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara R‘epublik Indonesiai Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran: Negara Republlk Indonesia Nomor
4593), l

Peraturan Pemerintah Nomdr 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan’ Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia; Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomgjr 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741); ,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Organisasi Perangkat Daerah.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
i g i )

dan

GUBERNUR GORONTALO
: |

: MEMUTUSKANi:
‘ |

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

Dalam Peraturan Déerah ini yang diﬁ1aksud denganf:
1.
2.

LEMBAGA TEKNIS DAERAH PRO\{INSI GORONTALO

. BABI

l |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 |

1
i

Daerah adalah Provinsi Gorontalp. | |
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan  oleh’
Pemerintah Daerah dan DPRD nﬁenurut asas ot‘onomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagalmana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. : i

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Gubernur adalah Kepala DaerahlPrownSI Gorontalo

Dewan Perwaklllan Rakyat Daerah yang selanlutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rak)'/at Daerah Provinsi Gorontalo. .

Sekretaris Daeréh adalah Sekretérls Daerah Provm5| Gorontalo:

Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah

unsur perencana penyelenggaraan Pemermtahan Daerah.

i
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8. lLembaga Teknis Daerah adaiah? lembaga tek’nié Daerah Provinsi Gorontalo berbentuk

Inspektorat, Badan dan Kantor
10. Unit pelaksana Iteknis yang se!an;utnya dlsmgl%at UPT adalah unsur peiaksana teknis

!

pada Lembaga TeKms , |

: ? l
2 ;r’
| BABI |
P iPEMBENTUKA;N
Pasal 2
|

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja lembaga teknis

Daerah.

(2) Lembaga teknié Daerah sebagaiinan dimaksud Epada ayat (1) terdiri dari:

d.

-~ a0 o

g

EoN
.

kantor perpustakaan dan arsip Daerah.
]

:nspaktorat provinsi;

badan perencanaan pembangunan Daerah

badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan Daerah;

badan kesatuan bangsa dan,: politik; | |
badan pemberdayaan masyérakat dan pem}bangunan desa terting'ga.l;
badan lingkungan hidup dan riset daerah; ;
badan ketahanan pangan dan pusat inform‘asi jagung;

badan penanaman modal dan perizinan terfpadu satu pintu;dan

t
|
!

. BABII |

i

" INSPEKTORAT

- Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

| |

Pasal 3 .
j

(1) Inspektorat merupakan unsur! pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

yang dipimpin oieh inspektur. , X
(2) Inspektur sebégaimana dimaksud pada ayat' (1) dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya bertanggungjawab langsung kegﬁada Gubernur dan secara teknis

administrasi mendapat pembinaan dari sekretafis Daerah.

| !
! !

1
!
|

|
|
1 |
. !
| | |
1
l



Pasal 4

(1) Inspektorat mempunya| tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
Pemerintahan 'di Daerah, pelaksanaan bemblnaan atas  penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan  pemerintahan di
Daerah kabupaten/kota '

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) inspektorat
menyelenggarakan fungsi: |

a. perencanaan program pengawasan ‘

b. perumusan kebuakan dan fasilitasi pengawasan dan

c. pemeriksaan, pengusutan, pjengupan, dan penilaian tugas pengawasan.
, ] .
f L
! | Bagian Kedua

| %usunan Organisasi
! , I

L | Pasal5

(1) Susunan organisasi inspektorat terdiri dari: 1
a. Inspektur; . : ;
b. sekretariat 'terdiri dari: |

1. subbagian evaluasi dan pelaporan; |

2. subbag:an keuangan;dan

3. subbaglan umum dan kepegawalan.

inspektur pembantu wilayah I, ;

g o

inspektur pembantu wilayah II;
e. inspektur pembantu wilayah III; ,
f. inspektur pembantu wilayah IV;dan
g. kelompok jabatan fungsmnal

(2) Bagan struktur organisasi :nspektorat sebagaxmana dimaksud . pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang meru;?akan bagian tidak terpisahkan dari

i
H

Peraturan Daerah ini.
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i . BABIV |
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

. Baglan Kesatu
! " Kedudukan, Tugas dan Fungsi

i

Pasal 6
(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur  perencana
~ penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang d|p|mp|n oleh kepala badan.
(2) Kepala badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sgékretaris Daerah.
. | Pasal 7 |
(1) Badan perencénaan pembanéunan DaeraHE mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaa{n kebuakan Daerah di bidang perencanaan
pembangunan Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas isebagalmana l dimaksud pada ayat (1) badan
perencanaan pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dibid perencanaan pembangunan dan
statistik; / ‘ f , '
b. pengkoordlna5|kan penyusunan perencanaan pembangunan dan statistik;
¢. pembinaan, fasnhtasu dan peiaksanaan tugas perencanaan di bidang kesejahteraan
rakyat, perekonomtan pemermtahan kependudukan dan pembangunan wilayah
serta pelaksanaan statistik Ilngkup wilayah provmsn, '

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan

| }

pembangunan ; |
| Bagian Keduall
Susunan Organiﬁsasi
o
Pasal 8
(1) Susunan organisasi badan perencanaan pembajngunan Daerah terdiri dari:
a. kepala badan; | |
b. Sekretariat terdiri dari:
1. subbagian perencanaan dan evaluasi;



i | l
. 1

2. subbaglan keuangan; dan,
3. subbag|an umum dan kepegawalan
¢. bidang perehcanaan ekonom| dan industri terdm dari:

1. subbidang ekonomi i

{

2. subbtdang Industri. |
d. bidang peréncanaan sosial budaya dan pen?;erintahan terdiri dari:
1. sub bldang sosial budaya
2. sub bid pemerlntahan dan kependudukan
e. bidang perencanaan pengembangan wﬂayah Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup terdiri dari : ,
1. Sub bldang sumber daya alam i
2. sub bidang pengembangan wilayah dan Lungkungan hldup
f. Bidang data dan analisa program ]
1. sub bidang data dan analisa program !
2. sub bidafng evaluasi dan jpelaporan 3
g. Kelompok Jabatan Fungsional; |
h. Unit Pelaksana Teknis Badan |
(2) Bagan struktur organisasi badan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lamplran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. j

: BAB V |
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKANfDAN PELATIHAN DAERAH
; {
[ | Bagian Kesatu
, Kedudukan, Tugas, d;an Fungsi
1 | |
1 : Pasal 9
I i'
(1) Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatiharﬁ Daerah merupakan unsur pendukung
tugas Gubernur 3 , }
(2) Badan kepegawalan pend:dlkan dan pelatlhan Daerah sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) dnplmpin oleh kepala badan - yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretans Daerah.

P . ]
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' |
: |
i
|
l
I

i
| ‘ Pasal 10 }
i

(1) Badan kepegéwaian pendidfkan dan pqlatihan daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan, petaksanaan kebuakan Daerah yang bersifat spesifik

di bidang Kepegawanan Per‘d:d{kan dan Peiatnh%n daerah.
(2) Dalam meiaksanakan tugas | sebagalmana I dimaksud pada ayat (1) Badan
kepegawaian, pendxd:kan dan pe!at!han daerah menyelenggarakan fungsi:

a.
- b.

perumusan’ kebuakan tekms sesuai dengan lingkup tugasnya,

pemberian dukungan atas penyelenggaraap pemerintahan daerah sesuat dengan
lingkup tugasnya, $ | o

pembinaan ‘dan pe!aksanaan tugas sesuai dongan lingkup tugasnya;dan
pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan qeraturan perundang-undangan.

" Bagian Kedua

Susunan Organi;sasi
' |

Pasal 11 |

f
{

(1) Susunan organisasi badan kepegawaian, pendiqikan dan pelatihan daerah terdiri dari:

a.
b.

kepala badan

sekretariat terdiri dari: |
1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
2. subbagian keuangan;dang

3. subbagian umum dan kepegawaian. |

bidang kesgajahteraan dan p?mbinaan pegaiwai terdiri dari:
1. subbidarig kesejahteraan'pegawai;dan ! |
2. subbidang pembinaan pegawai. ‘
bidang mutasi dan mforma5| kepegawaian terdm dari:

1. subbidang mutasi dan penszur‘ dan
2. subbidang data dan mformasn Pepegawaian.
bidang pengembangan pegawai terdiri dari
1. subbidang perencanaan dan pengembangan pegawai;dan
2. subbsdang standarisasi dan kompetensi pegawaz
bidang penmdnkan dan pe!atihan aparatur terdm dari:
1. subbidang pendidikan peiatihan strukturial dan

; i
t
i
i

'
' I
| i
! i
I
|



o ' |

2. subbidang pendidikan pelatrhan teknis dan fungsnonal
g. KelompokJabatan Fungsuonal '
(2) Bagan struktur organisasi badan kepegawalan pendidikan dan pelatshan Daerah
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bag;an tidak terplsahkan dari Peraturan Daerah ini.

1 » !
! | |
l » | BABVI i |
~ BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5 | |
f | Bagian Kesattfx
‘ Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
L .
; i Pasal 12 , ;
: | i f
(1) Badan kesatuan bangsa dan poht:k merupakan;unsur pendukung tugas Gubernur,
(2) Badan kesatuan bangsa dan pohtnk sebagaimana dzmaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh kepala badan yang berkedudukan dubaiwah dan ’bertanggungjawab kepada

|
!

Gubernur melalun sekretaris Daerah

l
! Pasal 13 |
‘ ! |
(1) Badan kesatuan bangsa dan politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah y;/ang bersifat s;faesiﬁk di bidang kesatuan bangsa dan
politik. a
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) badan kesatuan
bangsa dan politik menyelenggarakan fungsi: 1
a. perumusan kebijakan tekms sesuai dengan lingkup tugasnya; -
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya; < _ ;
pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
d. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan 5eraturan perundang-undangan.

!
'
i



; Bagian Kedué
Sfusunan Organi§asi
| Pasal 14
! . |
(1) Susunan orgamsasu badan kesatuan bangsa dan poht|k terdiri dari: -
a. kepala badan ;
b. sekretariat terdiri dari: -f
1. subbagian perencanaan dan evaluasi; |

2. subbaglan keuangan;dan: :
3. subbag|an umum dan kepegawauan ;
¢. bidang fasilitasi pembinaan pohtnk terdiri dan
1. Sub Bldang Pendidikan Budaya Politik;

2. Sub bldang kelembagaan! Politik.

d. Bidang Bina Ideologi dan W’awasan Kebangsaan terdiri dari :

1. Sub Budang Pembauran dan wawasan kebangsaan
2. subbndang kerjasama mtelejen daerah s

e. Bidang Ketahanan Sosial EkPnoml terdiri d:i:m
1. Sub Bldang Organisasi Soswl .
2. Sub Bldang Ketahanan Ekonomn. E

f. Kelompok Jabatan Fungsnonal |

(2) Bagan struktur orgamsasn badan kesatuan bangsa dan politik sebagalmana dimaksud

X

pada ayat (1) tercantum dalam Lamplraq IV yang merupakan bagian tidak

!

!

terpisahkan dari Peraturan Dae(ah ini. i

| BABVII |
BADAN PEMBERDAYAAN *MASYARAKAT
DAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL
| Bagian KesaqU

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
|

1

Pasal 15

(1) Badan pembefdayaan masyarékat dan pembangunan desa tertinggal merupakan
| o

unsur pendukung tugas Gubernur.



®

P B |
i l {
: !

(2) Badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tertmggal sebagaimana
dimaksud pada ayat ¢)) dlp:mpm oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretarns Daerah.

|
- Pasal 16

(1) Badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tertinggal mempunyai
tugas melaksanakan penyusunah dan pelaksa!naan kebijakan Daerah yang bersifat
spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tertinggal.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) badan
pemberdayaan ‘masyarakat dan pembangunan desa tertinggal menyelenggarakan
fungsi: : ' '

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan!lingkup tugasnya;

b. pemberian dukungan atas p'enyelenggaraah pemerintahan daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya
pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan

d. pelaksanaan tugas lainnya ses_uat dengan p(araturan perundang undangan.

; |

| Bagian Kedua‘
Susunan Organisasi

¢
, |
i

Pasal 17
| | |
(1) Susunan orgamsasu badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa

tertinggal terdiri dari: | |

a. kepala badan f
b. sekretariat terdiri dari: :

1. subbaglan perencanaan dan evaluasi;

2. subbaglan keuangan'dans _

3. subbagian umum dan kepegawalan _
¢. bidang pemberdayaan ekonom: masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam

terdiri dari:; ; |

1. subbldang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa/kelurahan dan

2. subbldang pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna pedesaan.

d. bidang penanggulangan kemlskman terdiri dan
|

$
l
i

! i
:
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1. subb:danlg koordinasi keseJahteraan raky'at dan
2. subbldang perlindungan dan bantuan soétal rumah tangga m:skln
e. bidang pembangunan desa tertlnggal 'CEI‘dIl‘{ dari: ‘ |
1. subbidang infrastruktur ekonoml desa tertlngga| dan
2. subbldang sarana prasara,na ekonomi defsa tertinggal.
f. bidang kelembagaan dan so;sial budaya teréidri dari:
1. subbidang peningkatan kapasitas pemferintahan dan pelatihan masyarakat
desa/kelurahan;dan 1 | ,
2. subbidang pemberdayaan adat dan 5051al budaya masyarakat
g. Kelompok Jabatan Fungsional o
(2) Bagan struktur orgamsasn badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Pe;raturan Daerah? ini. |

]
!

BAB VIII '
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RISET DAERAH

" Bagian Kesatl
Kedudukan, Tugas, dgn Fungsi

Pasal 18 |

i !
1

(1) Badan Iingkunéan hidup dan riset daerah imerupakan unsur pendukung tugas
Gubernur. - z | |

(2) Badan lingkungan hidup dan riset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh kepala badan yéng berkedudékan dibawah dan bertanggungjawab

kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah. |

' I

Pasal 19 -

: |
| 1

i

(1) Badan ||ngkungan hidup dan riset daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebuakan Daerah di bidang Lingkungan Hidup dan
Riset daerah. ‘ |



i :
! I |

(2) Dalam melaksahakan tugas sebégaimana dimaiksud pada ayat (1)'badan lingkungan

hidup dan riset daerah menyelenggarakan fungsn

a.
b.

'perumusan kebuakan teknls sesuai dengan’ Imgkup tugasnya;

pemberian dukungan atas p_enyelenggaraap pemerintahan daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya, i
pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan hngkup tugasnya dan

pelaksanaam tugas lainnya sesuai dengan pFratura,n perundang-undangan.
! ! i

|
| |
1

| | Bagian Kedua;
! i !
5 Susunan Organisasi

' i H

! : z z
. ! |

Pasal 20 i

(1) Susunan organiéasi badan lingkungan hidup dan riset daerah terdiri dari:

a.
b.

~ 2. subbagian keuangan;dan

kepala badan ; |
sekretariat terdiri dari:
1. subbagia5n perencanaan dan evaluasi; |

3. subbégian umum dan kepegawaian
bidang pengkajlan dan penaatan Imgkungan terdiri dari:

1. subbidang pengkajian dan pembinaan anahsns dampak Ilngkungan dan
2. subbidang pengawasan dan bina hukum lingkungan.

bidang sistem informasi lingkungan terdiri dari:

1. Sub bidang pengelolaan standarisasi dan informasi llngkungan

2. Sub bidang pengembangan sistem mformasn lingkungan.

Bidang Pengendalian dan sgmber daya alam

1. sub bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

2. sub bidang konservasi sumber daya alar§n dan pemanfaatan ruang
bidang pengembangan risett; terdiri dari:
1. sub bidang pengembangan penelitian dan sumber daya;dan -

2. sub bidang aplikasi teknologi tepat gunaf, publikasi dan diserninasi.
Kelompok ngatan Fungsional |



i |

LS } ' |
. ]

| ; |

(2) Bagan struktur organisasi badan lingkungan hldup dan riset daerah sebagaimana
dimaksud pada: ayat (1) tercantum dalam LamPlran VI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

|
; . BABIX | _ |
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PUSAT INFORMASI JAGUNG
. | | |

; i
| : 1 i

. Bagian Kesatu
|
Kedudukan, Tugas, da;m Fungsi

i %
!

Pasal 21 |

% ! |

a (1) Badan ketahanan pangan dan busat informasf jagung merupakah unsur pendukung

tugas Gubernur. |

! |

(2) Badan ketahanan pangan dan pusat informasi Jagung sebagaimana dlmaksud pada

ayat (1) dlpfmpln oleh kepala badan [yang ’berkedudukan dlbawah dan

bertanggung]awab kepada Gubernur melalui sekretarls Daerah
|

1

o | Pasal22§ |

| |
1

(1) Badan ketahanan pangan c:ian pusat informasi jagung mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dani pelaksanaan léebijakan Daerah yang bersifat spesifik

di bidang ketahanan pangan dan pusat mformasx jagung.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1).badan ketahanan

pangan dan pusat informasi ]angg menyeleanarakan fungsi:

a.
b.

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; =

pemberian dukungan atas ;Senyelenggaraaln pemerintahan daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya; i |
pembinaan.dan pelaksanaan tugas sesuai gengan lingkup tugasnya;dan
pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

|



Bagian Kedua
| Susunan Organjisasi

!
i

Pasal 23 l :

(1) Susunan orgamsasn badan ketahanan pangan dan pusat informasi ]agung terdiri dari:
a. kepala badan | f
b. sekretariat terdiri dari: | |
1. subbaglan perencanaan dan evaluasi;
2. subbagian keuangan; dan |
3. subbaglan umum dan kepegawa|an

c. bidang ketersed:aan dlStI‘IbUSI dan cadanéan pangan terdm darl
1. subbidang ketersediaan dan kerawanan pangan;dan
2. subbidang distribusi dan cadangan pangan.
d. bidang kor%sumsn penganekaragaman dan |keamanan pangan terdiri dari:
1. subbidang konsumsi dan penganekarag}aman pangan;dan- -
2. subbndang kelembagaan dan pengawasan keamanan pangan.
e. bidang pengkajian dan informasi jagung terdlrl dari:
1. subbidang pengkajian pengembangan; dan
2. subbldang diseminasi dan informasi.
f. Kelompok Jabatan Fungsnonal t
(2) Bagan struktu;r organisasi badan ketahanani pangan dan pusat informasi jagung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan babian tidak terpisa;hkan dari Perajturan Daerah ini.
f | |
: . BABX »
BADAN I?DENANAMAN MObAL DAN PERI?ZINAN TERPADU SATU PINTU
j i Bagian Kesatu
| Kedudukan Tugas, dan Fungsi
Pasal 24 |

(1) Badan penanéman modal dén perizinan tjerpadu satu pintu merupakan unsur
pendukung tugas Gubernur. ; ‘ -

i
s i



| o
t :

| ; i
| | I

C. pembinaan ( dan pelaksanaanl tugas sesuai déngan Ilngkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas lainnya sesual dengan peraturan perundang-undangan.

i g | ‘
, j .

_ | l
= | ; |

. Bagian Kedua
Susunan Organlsa5|

Pasal 29

f
1

(1) Susunan organisasi kantor perpustakaan dan aﬁsip Daerah terdiri dari:
a. kepala kantor; " | '
b. subbagian tata usaha;
c. seksi perpustakaan;

d. seksi arsip;dan {
e seksi pembinaan dan kerjasama kelembagaan.
f. Kelompok Jabatan Fungsnonal '

(2) Bagan struktur' organisasi kantor perpustakaan dan arsip Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lam(?lran IX yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ’

BAB XII i
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 30 !
(1) UPT mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional daerah.
(2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Kepala Badan
(3) UPT dapat dlbentuk setelah memenuhl persyaratan sesuai peraturan perundang-

undangan : ; i

4) Pengaturan,teﬁtang UPT me_hgenal nomenklatur ~jumlah ‘dan- jenis susunan
organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peqaturan Gubernur berdasarkan

peraturan perun;dang-undangan.% g
i |



A

BAB XIII
KELOMPOK JABATAN FJNGSIONAL

: | | g,
I | | I
‘ | ! o
,» i Pasal 31 :
' !

|

i
|

(1) Pada masing- masmg Iembagaitekms Daerah dapat d|bentuk kelompok Jabatan
Fungsional berdasarkan keahllaln dan spesualnsa5| ya'ng dibutuhkan sesuai dengan
Peraturan Perundang undangan \yang berlaku [

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyau tugas melaksanakan sebagian tugas
Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdm dari seJumIah tenaga fungsmnal yang diatur dan
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dnplmpln oleh seorang itenaga fungsmnal senior yang
ditunjuk. | ; | ‘ '

(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur §sesuai dengan- Peraturan Perundang-
undangan. . | |

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenan jumlah, Jenls dan jenjang Jabatan Funsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan dan Peraturan

Gubernur.

4

BAB XIV
TATA KERJA

Pasal 32 |
Dalam melaksanakan tugas dan fungsmya satuan kerja Perangkat Daerah menerapkan
prinsip koordinasi, mtegrasn smkromsaSI dan SImpllf' ikasi. |

i

Pasal 33 [



f
I
I

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam meflaksanékan tugas menyelenggarakan
hubungan fungsional dengan lnstansn lain yang. berkaltan dengan fungsmya

(2) Setiap pimpinan  satuan organlsasn bertanggung]awab memimpin dan

mengoordinasikan bawahannya dan memt}erikan, bimbingan - serta petunjuk

pelaksanaan tugas. i |

; | |

. ' |

S BAB XV | |

KEPEGAWAIAN DAN ;ESELON

r i Pasal 34

(1) Inspektur, kepaglla badan dan Kepala Kantor, §Sekret5ris Kepala Bidang, Inspektur
Pembantu, Kepala Sub Baglan Kepala Sub!Bidang, Kepala Seksi serta Pejabat
Fungsional di ngkungan Badan Inspektorat, dan Karlltor diangkat dan diberhentikan
oleh Gubernur atas usul Sekretarns Daerah 1 ’ '

(2) Pejabat - peJabat lainnya di Llngkungan Badan Inspektorat dan Kantor diangkat dan
diberhentikan sesuai dengan ketentuan peratUIJan perundang undangan.

(3) Pembinaan kepegawalan di llngkungan Inspekqorat, B?daq dan kantor dilakukan oleh
Gubernur sesuqi Peraturan Perugwdang—Undang?n. ; |

; Pasal 35; g
(1) Inspektur dan Kepala Badan merupakan jabatan struktural Eselon IIa
(2) Jabatan struktural eselon IIla terdiri dari | '
a. kepala kantor; ;
b. sekretaris badan; |
c. sekretaris inspektorat;
d. kepala bidang;dan : i |
e. inspektur pembantu.

(3) Jabatan struktural eselon IVa terdiri dari:

a. kepala subbidang;
b. kepala subbagian;dan
c. kepala seksif o |



. BABXVI |
PEMBIAYAAN
i. |

Pasal 36 -

; ; ! |
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas lembaga teknis Daerah dibebankan pada

anggaran pendapat?n belanja Daerah. |

BAB XVII |

KETENTUAN LAIN-LAIN .

| " Pasal 37 |

| | % |
Ketentuan lebih lanJut mengenai rmcuan tugas dan fungsi lembaga teknis Daerah diatur

i

dengan Peraturan Gubernur. ‘ |
BAB XVIII |
| KETENTUAN PERALIHAN

| | Pasal 38

Pemangku jabafan struktural yang ?da pada saat idiundangkannya Peféturan Daerah ini
tetap menjalankan tugas sampai dilakukan pelantikan pejabat baru berdasarkan

Peraturan Daerah ini.

. BABXIX |

KETENTUAN PENPTUP
| Pasal 39 |

; L - |
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 1

a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tah3un 2007 tentaﬁg Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran

| !

Daerah Nomo 6) dan



i i
i

o
b. Peraturan Daeréh Nomor 7 Tah’un 2008 tentaﬁg Pem‘bentukan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pusat Informasi Jagung (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Noior 5); dlcabut dan dlnyatakan ttdak berlaku.

1
!

: I Pasal 40 | 1

: i
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan
Agar setiap orang mengetahumya memermtahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah PrOV|nsu _Gorontalo

{USLT HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 28§ Oktober 2013 i
SEKRETARIS DAERAH PROYINSI GORONTALO,

WINARNI MONOARFA i
: T : :
LEMBARAN DAERAH PROVINS GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 13
! 5 3
| |
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1

H

|

| PENJELASAN, |
} ATAS ’ |
 PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
| NOMOR 1 3TAHUN 2013 |
| , TENTANG | {

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

PROVINSI GORONTALO |

| I R
| | o

@ I. UMUM - , :

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 128 !ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan, Daerah menyebutkan susunan organisasi Perangkat
Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu
dan berpedoman pada peraturan pemerlntah. Sebagai pelaksanaan dari pasal ini telah
diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (;1) Peraturan Pémerintéh ini, Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah : ditetapkan dengan peraturani daeréh dengan bgrpedoman pada
peraturan pemerintah ini.. | :

Susunan organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Gorontalo dalam Peraturan
; Daerah ini secara umum mengikuti. prinsip mlskln;struktujr kaya fungsi sesuai ketentuan
0 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dlengan 'penéecualian secara terbatas.
Pengecualian susunan Perangkaf Daerah dilakukan | secara selektif berdasarkan
pertimbangan objektif. ; f |
Secara faktual, penataan organisasi Perar{gkat daerah merupakan bagian dari
upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan i/ang baik (good 'govemance) Tata
pemerintahan yang baik periu mendapat perhatlan karena selain sudah menjadi tuntutan
masyarakat, juga merupakan kepentnngan Pemermtah Daerah Provinsi Gorontalo dalam
rangka menciptakan profesuonahsme dan kenyamanan pegawai dalam bekerja. Dalam
perwujudan tata pemerintahan yang baik, ke depan organisasi Pemerintah Daerah
Provinsi Gorontalo diharapkan dapat mendorong terc1ptanya pelayanan publik yang
prima, menmgkat_kan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan
masyarakat, mengembangkan ekdnomi, mening;katkan prasarana dan sarana, serta



'
|
i

mewujudkan tertib anggaran Di sampmg itu, penataan organlsa5| Perangkat Daerah juga
diharapkan dapat meningkatkan akseptablhtas Pemerlntah Daerah

Gubernur dalam menyelenggarakan Pemermtah Daerah dibantu oleh Perangkat
Daerah yang terdiri darn unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi
yang diwadahi dalam sekretariat, unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam
dinas daerah, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta staf
ahli yang melaksanakan tugas dan fungsn di luar tugas Perangkat Daerah tersebut diatas.

? :

Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan adanya urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah‘ yang terdiri dari urusan wajib dan
urusan pilihan sebagaumana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembaglan Urusan Pemenntahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota namun tidak berartn bahwa setiap penanganan urusan
pemerintahan harus dibentuk ke dalam organlsa5| tersendiri karena pertimbangan
efektivitas, efisiensi, dan rasional sesuau dengan kebutuhan dan kemampuan daerah
masing-masing serta adanya koordnnaSI lntegra?,l, sinkronisasi dan simplifikasi serta
komunikasi kelembagaan antara pu;sat daerah 1ug§ harus diperhatikan. Selain itu, dalam
implementasi penataan kelembagqan Perangkat ’,Daerah melalui Peraturan Daerah ini
dirasa penting untuk memperhatikan aspek psi!kologis dan dampaknya sehubungan
dengan adanya penggurangan dan penggabungarjﬁ satuan kerja Perangkat Daerah serta
kemungkinan terjadinya pengurangan jabatan st;ruktural pada satuan kerja Perangkat
Daerah. Untuk itu pemberian ‘kompensasi dengan tetap memberikan hak-hak
kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural sebelumnya
merupakan upaya yang logis dan realistis. |

1

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 §
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3 . ,



Cukupjebs;

Pasal 4

Cukupjebs:

Pasal 5 -
Cukupjebs:

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7 ,
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukupjebé.
Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15



‘]
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas!.
Pasal 17

Cukup jelasf.

Pasal 18 |
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

!

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22 o
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24 _
Cukup jela's.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelés.



| o |

Pasal 27 ! | ;

Pasal 28 i '
Pasal 29

Pasal 30 | | |

Cukup jelas; |

]

Cukup jelas;

[

Cukup jelas. :

1

Cukup jelas:.

Pasal 31 | _; |

Cukup jelas.
|
l

Pasal 32 : ,

Pasal 33 ‘

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku
kepentingan dalam menata organisasi Per:’angkat Daerah sesuai dengan lingkup
kewenangannya, baik lintas sektor maupur|1 antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan 5“integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi
Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi

i .
Perangkat Daerah. '

i

i ! S
Yang dimaksud dengan ‘“sinkronisasi” .adalah konsistensi -dalam penataan
organisasi Perangkat Daerah sesuai denéan norma, prinsip, dan standar yang

1

berlaku. E ;

Yang dirﬁaksud dengan: “simplifikasi”' adalah péenyederhanaan penataan
organisasi Perangkat Daerah yang efisien, %efektif, rasional, dan proporsional.

i |
Cukup jelas{Z

i

i
: |



| |

|

Pasal 34 .
Cukup jelas,

5 |

Pasal 35 | |
Cukup jeIaSJ; ‘ ;

Pasal 36 ' - i | 1
Cukup jelas; : 5
! i

Pasal 37 . | : i
Cukup jelasf. ;

i
Pasal 38 | . |
Cukup jelas, ‘

Pasal 39 | [ |
Cukup jelas. '

}
Pasal 40 ; ]
Cukup jelas | :

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR...1I..

i
|
;
i
i
]
,
!
b
! i
! i
i
: :
! ]
]
|
' t
i j
;
i ' !
' i
‘ |
! 1
‘ t
i
’ !
' |



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS D%\H

INSPEKTORAT

ﬁ LAMPIRAN 1

PERATURAN DAERAH FROVINS? GORONTALO NOMORI3 TAHUN 2013

' T ] TENTANG ORGANISAS! DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
INSPESTUR
y e e e
. N S _ RS- e
v o
Subbag Evaluasi & Subbag Umum &
Pelaporan Subbag Keuargan Kepegawalan
) ' —

Inspektur Pembantu Wil. I

Inspektur Pembantu Wil. 11

Inspektur Pembantu Wil. Iil Inspektur Pembantu Wil. IV

1
t
]
)
t
4

P

-

KEL.JABATAN FUNGSIONAL




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKN]

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1
1
t
L
4
1
1

- 4
KEL.JABATAN FUNGSIONAL

SERAH

e T Y

\
LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR I3 TAHUN 2013

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

S — L

KEPALA BADAN

P N T R I
.............

SEKRETARIS

-Subbag Perencanaan &

Evaluasi

Subbag. Keuangan.

Kepegawaian

-t Subbag -Umum &--- - -

. e .. | —Bidang.Perencanaan Ekonomi..{. ___ |

dan Industri

Bidang Perencanaan Sosbud dan'._.' ~] 1

Pemerintahan

subbidang Ekonomi

subbidang Industri

i
\-r.-qm-J

subbldang Sosial Budays

subbidang

_pemerintahan dan

— Bidang Perencanaan-Wil. SD- -

Alam & LH

Bidang Data dan-Analisa-—. §-—- . -— ..

Program

subbidang Sumber
daya Alam

Pengembangan Wil & LH

kependudukan

upT

subbidang

subbidang data dan
analisis program

subbidang evaluasi dan |

pelaporan /

QGUBERNUR

HABIBIE



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERIA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

1

LAMPIRAN II1

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR X3 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISAST DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KEPALA

KEL.JABATAN FUNSIONAL -]'

S

SEKRETARIS

Subbag UQO &

Subbag. Keuangan |
‘ Kepegawaian

|
Subbag Perencanaan | !
|

— - - - - - - - & Evaluasi - _. R . | - - -
Bidang Kesejahteraan dan Bidang Mutasi dan Informasi | Bidang Pengembangan | Bidang Pendidikan dan
Pembinaan Pegawai Kepegawaian Pegawai Pelatihan Aparatur
TS "‘“‘—J‘ T Tt s T T T "‘!“ e T - - T —__N::“_j—— T T s
Subbid Kesejahteraan ‘ . . -
Pegawai | ||  Subbid Mutasidan Subbid Perencanaan dan || Subbid Pendidikan
: | | Pensiun Pengembangan Pegawai | Pelatihan Struktural

] Subbid Pembinaan
{ - Pegawai

Subbid Data dan
1 Informasi Kepegawaian

Subbid Standarisasi dan
Kompetensi Pegawai

L] subbid Dikiat Teknis dan
% Fungsional
)

RUSLI HABIBIE



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALONOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMB:. . TEKNIS DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA
— - ; [~ - —- |~ GEKRETARIS™ |- - - -
[ KEL.JABATAN FUNSIONAL r 1
a — Subbé Keuangan Subbag Umum, &
SUbbag Perencanaa:] g g Kepggawaian
, & Evaluasi 1
Bidang fasilitaS! Pembinaan Bidang Bina Ideologi dan | Bidang Ketahanan Sosial
Politik wawasan Kebangsaan Ekonomi
U i
_‘_“"‘.::".—I e = ——— R U o e o s e J— R — I N N e ﬁ:ﬁt’:“—j___ ..... S

S

Subbid Pendidikan Budaya Politik

Subbid Kelembagaan Politik

S

Subbid Pembauran dan
Wawasan Kebangsaan

Subbid Kerjasama
Intelijen daerah

Subbid Organisasi Sosial

|| Subbid ketahanan Ekonomi

RUSLI HABIBIE




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMB: . TEKNIS DAERAH ‘LAMPIRAN v
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KEPALA
e L
E ' - B i B T - - - - “SEKRETARIS ~
KEL.JABATAN FUNSIONAL l - X I
Subbag Perencanaan & | | Subbag. Keuangan Subbag Umum &
Evaluasi | Kepegawaian
al v 1 ] |
Bidang usaha pengembangatt | | Bidang Penanggulangan | | Bidan |
K (. g Pembangunan Desa Bidang Kelembagaan
ekonomi masyarakat | Kemiskinan | Tertinggal | dan 09l buday
——m "_—"""T_—"_“l - — —_ ——— _4-_—“‘%:——»-—:.:]# — S SN RoSS — ____,l - e et e —~———-—J e ] [ [ ——
2 o | Subbid pendayagunaan sumber | | | subbid Peningkatan Kapasitas |
Subbid usaha ekonomi | | | Subbid pen_gemb_angan daya alam dan teknologi tepat H  pemerintahan masyarakat
masyarakat perdesaan dan | SDM, Partisipasi dan guna perdesasn ' desa/kelurahan
desa tertinggal . | | keswadayaan tasyarakat N
| ’ | L | . % = .| |. Subbid pemberdayaan adat dan |
| , | id perli L_| Subbid Sarana prasarana [ : |
| | Subbid lembaga ekonofmi L S"bb'dg‘ﬂ'":ﬂg%?‘ rumah | > Kawasan perz ccatn 5 sosial kaat |
" masyarakat perdesaan dan | N | | tertinggal . - B
masyarakat tertinggal . ' o - '




' MPIRAN VI
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISAST DAN TATA KERJA LEMBAGA _KNIS DAERAH
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RISET DAERAH

KEPALA
- B E“ . T - - N B "7 SEKRETARIS | R o
KEL.JABATAN FUNSIONAL | ‘ ‘ ]
Subbag Perencanaan Subbag. Keuangan | | Subbag Umum & |
& Evaluasi | Kepegawaian
[ 1 | Bl |
Bidang Pengkajian dan Bidang Sistem Informasi Bidang Pengendallan dan : .
| Penaatan Lingkungan | Lingkungan Suﬁnber %aya Alam Bidang Pengembangan Riset
—— s —— . —MJ -— [ ——— v —[ - U I | — - e - ———— — —

-

Subbid Pengkajian & Pembinaan

 AMDAL

{ Subbid Pengelolaan,Standarisasi |

dan Informasi Lihgkungan

Subbid Pengendalian

"] pencemaran dan kerusakan |

pemanfaatan ruang

Subbid Pengembangan

L Lingkungan Penelitian & Sumber daya
| T ““ | | Subbid Pengembangan Sistern | — - — — | | ' :
|| Subbid Penga\_/vasan dan Bina L Informasi Lingkungan L Subbid konsetvasi Sumber | | Subbid Aplikasi Teknologi -
-Hukum Lingkungan - - Daya Alam dan Tepat Guna Publikasi dan -
L desimjpasi

USLI HABIBIE



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA T IS DAERAH
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PUSAT INFORMASI JAGUNG

"OIRAN VII

F....ATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISAST DAN TATA KERIA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

......................

Bidang Ketersediaan,Distribusi |
dan Cadangan Pangan

e s - e ——mree e ——
- Subbid ketersediaan dan
Kerawanan Pangan

S

—| Subbid Distribusi dan Cadangan
! Pangan

Penganekaragaman pangan

Subbid kelembagaan dan
pengawasan keamanan
pangan

. . N o CSEKRETARIS _ f . L e
| | su bag. Keuan ;r Subbag Umum &
Subbag Perencanaan & j bbag 9 ‘ Kepggawaian
Evaluasi : .
Bidang Konsumsi Bidang Pengkajian dan Informasi
Penganekaragaman dan Jagung
Keamanan Pangan ]
_______J e - — —— e I - ""—‘::~—-—--_-:;I_ — e v e
Subbid Konsumsi dan Subbid Pengkajian dan

Pengembangan

b

} l;‘ - .. Subbid Diseminasi dan Informasi
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH LAMPIRAN VIII
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR13 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KEPALA BADAN
E A 4 —
E SEKRETARIS
\ 4 . .
KEL.JABATAN FUNGSIONAL v o
| Subhag Perencanaan Subbag Umum &
Simmen e s e e e - e e | e | e aiasi ) | -SUbbag-Keuangan -|1-- Kepegawaian |-
bin, piom i A )
- : Bidang Pengembangan Sumber
Bidang Penanaman Modal Bidang Pelayanan Terpadu Satu ‘ Daya -
d o e L e L il e | e P pintu. PR R - . N . [ - . . e R C e g
_ ‘ - ! -
— A , Y subbidang Perumusan -
subbidang Kerjasama " subbidang Perizi Kebijakan Investasi
g Perizinan
Penanaman Modal dan Non Perizinan
. v )
e — ¥ e T J — 3 subbidang Pemberdayaan Usaha
subbidang Informasi, ” dan Pengembangan Potensi
promosi dan Layanan subbidang Daerah
‘ Pengendalian




¥

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH LAMPIRAN IX
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PERATURAN DAERAH PROVINST GORONTALO NOMOR 13 TAHUN 2013
. TENTANG ORGANISAST DAN TATA KERIA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KEPALA
T ‘ Subbag |
E | i Tata Usaha
KEL.JABATAN FUNSIONAL T
: J Seksi Arsi
Seksi Perpsutakaan P Seksi Pembinaan dan
S U K, I .. kerjasama kelembzgaan |

USLT HABIBIE



e. bidang pengembangan sumber daya terdiri;dari'
| 1. subbidang perumusan kebijakan mvestas: dan
2. subbidang pemberdayaan’ usaha dan pengembangan potensi Daerah
f. Kelompok Jabatan Fungsional |
(2) Bagan struktur organisasi badan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu
sebagaimana dimaksud pada 5ayat (1) tercgantum dalam Lampiran VIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perattijran Daerah ini.

| BAB XI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Bagian Kesatt.i!
Kedudukan, Tugas, da;n Fungsi
i |

! Pasal 27 |
(1) Kantor perpustaikaan dan arsip Daerah merupa|}<an unsur pendukung tugas Gubernur.
(2) Kantor perpustakaan dan arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah. §

i ) |

' . Pasal28

| | |
(1) Kantor perpustakaan dan arsip daerah mempunya| tugas melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersnfat spesnf k di bidang Perpustakaan dan

Arsip Daerah. !
(2) Dalam melaksanakan tugas ;sebagaimana |dimaksud pada ayat (1) Kantor

perpustakaan dan arsip Daerah iﬁenyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai denganilingkup tugasnya;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya; | ‘

1
i

|
1



(2) Badan penanan‘aan modal dan perizinan terpabu satu pintu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1); dipimpin oleh: kepala badari yang bgrkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

; | i

Pasal 25 1

(1) Badan penanaman modal dan perizinan tefpadu satu pintu‘mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan k@bijakan Daerah yang bersifat spesifik
di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terdadu Satu Pintu.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimai<sud pada ayat (1) badan penanaman
modal dan penzman terpadu satu pintu menyelenggarakan fungsn
a. perumusan kebuakan teknis sesuai dengan Ilngkup tugasnya,
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraarg pemerintahan daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya; g ‘
pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai déngan lingkup tugasnya;dan
d. pelaksanaan tugas lainnya slesuai dengan peraturan perundang-undangan.
. |
Bagian Kedua
Susunan Organis‘asi

| Pasal26 |
, |
(1) Susunan organisasi badan penaﬁaman modal d'an perizinan terpadu satu pintu terdiri
dari: , i
a. kepala badan | l
b. sekretariat terdiri dari:
1. subbagian perencanaan dan evaluasi; |
2. subbagian keuangan;dan . |
y 5 |
3. subbagian umum dan kepegawaian !
c. bidang penéman modal terdiri dari: |
1. subbidang kerjasama penanaman modal; dan
2. subbidang informasi, promosn dan Iayanan
d. bidang pelayanan terpadu satu pintu terdm;dan:

1. subbldang perizinan dan non perizinan; dan
|

|
!

2. subbldang pengendahan
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